[image: image1.wmf] 



CATATAN RINGKAS

Focus Group Discussion: 

“Ruang Lingkup RUU-KN: Tataran Kewenangan Institusi dan Aktor 

di Bidang Keamanan Nasional”

30 Agustus 2006


Agenda FGD kali ini adalah simulasi tiga kasus, yaitu tentang keamanan laut, tentang bencana dan konflik, dan tentang peace-keeping operation. Berdasarkan ketiga simulasi kasus tersebut pertemuan ini berusaha mengidentifikasi lima hal yang dapt dikomparasikan, yang pertama tentang regulasi politik, terkait dengan ketersediaan dan kelengkapan regulasi yang bisa digunakan oleh satuan-satuan tugas yang terlibat untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ketersediaan dan kelengkapan regulasi ini akan mempengaruhi substansi yang akan di atur dalam UU Kamnas. Kedua adalah bagaimana, di mana, siapa yang membuat kebijakan. Kebijakan untuk pengamanan laut, kebijakan untuk penanganan bencana, kebijakan untuk peace-keeping. Kebijakan ini terkait dengan peran Dewan Keamanan Nasional sebagai lembaga yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan di bidang keamanan nasional.  Ketiga, organisasi atau task force yang pernah dibuat, pernah dikembangkan untuk menangani ketiga kasus yang diangkat. Keempat adalah unit-unit yang dilibatkan untuk menangani isu, Terakhir adalah anggaran

Pilihan dalam pengaturan tentang keamanan nasional dapat berupa suatu regulasi yang mencakup berbagai hal yang batasannya sangat luas. Atau di sisi lain juga dapat diatur melalui undang-undang sektoral dan memperkuat berbagai undang-undang sektoral tesebut. Lahirnya undang-undang sektoral harus diikuti dengan pembentukan suatu lembaga yang mampu melihat bahwa semua undang-undang sektoral ini akhirnya membangun suatu perangkat sistem keamanan nasional yang terpadu dan integrasi.

Sementara untuk aktor ataupun unit-unit yang terlibat, serta Interaksi antar unit kembali pilihannya adalah membentuk satu unit (aktor super) yang dapat mengakumulasi kemampuan yang dibutuhan untuk dapat menajwab berbagai tantangan yang dapat mengancam keamanan nasional. Atau unit tersebut difragmentasikan menjadi beberapa unit, dimana masing-masingnya memiliki spesialisasi fungsi yang khas dan berbeda antara satu dengan lainnya. Jika pilihannya jatuh pada model kedua, maka perlu diciptakan suatu mekanisme koordinasi guna mengintegrasikan unit-unit yang terfragmentasi tersebut kedalam suatu task force yang sifatnya adhoc ketimbang satu organisasi yang permanen.

Implikasi bagi penyusunan anggaran adalah di dalam Undang-Undang Keamanan Nasional  perlu dijamin bahwa untuk melakukan sesuatu contingency operations, anggaran dari negara diatur melalui peraturan pemerintah yang dilakukan dalam sebuah proses politik. Direksi itu yang harus ada, saya kira cukup itu untuk sementara. Jadi harus bisa diciptakan satu mekanisme khusus yang berbeda dari mekanisme normal untuk pengeluaran anggaran-anggaran untuk kepentingan keamanan nasional. Mekanisme khusus ini dapat berupa struktur program anggaran yang sifatnya kontingensi untuk keamanan nasional. Dari sisi anggaran, hal inilah yang harus dimunculkan secara eksplisit di RUU Kamnas.
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